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Membangun Dengan Basis Tradisi: Modal Budaya Pada Pembangunan Dan Pengelolaan Sistem Kontrak Irigasi Karya Mandiri  Di Sungai Janiah, Sumatera Barat
Bob Alfiandi dan Helmi

...Cako .. irigasi tradisional kendalanyo banyak. Diantaranyo air indak lancar, sebab gadang aie sungai inyo runtuah, aaaa abih aie. Ulang lo baliak. Akibatnyo Panen pun ndak samo bantuak kini ko, kadang berhasil, kadang rusak. Panen pun sekali setahun lah rancak tu.(FGD Petani)

aa jadi biasonyo panen sekali setahun, kini bisa 3 kali setahun. 2 kali lah minimalnya.aaa 2 tahun 5 kali bagai... (Wawancara Petani).

ABSTRAK

Tema pokok penelitian ini adalah mengkaji signifikansi resistensi dan persistensi modal  budaya (cultural capital) dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi sebagai sumberdaya air milik bersama. Mengkaji signifikansi persistensi dan resistensi modal budaya ini sangat urgen mengingat banyak persoalan pembangunan dan pengelolaan irigasi sesungguhnya berpangkal dari rendahnya apresiasi terhadap potensi modal budaya (culture capital). Salah satu gejala nyatanya adalah hilangnya kepercayaan (trust), kerjasama (networking) dan kemampuan institusi sosial antar petani, antar pertani dengan pemerintah di dalam banyak segi pengelolaan irigasi. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya milik bersama (common property resources/CPRs), dalam sektor sumberdaya air seperti laut, danau, sungai, irigasi; yang terjadi adalah praktik eksploitasi berlebihan (over exploitation) sehingga mengakibatkan kerusakan sumberdaya air, marginalisasi dan pemiskinan masyarakat lokal, bahkan tindak kekerasan komunal. Garett Hardin (1968) menamakan gejala eksploitasi berlebihan (over exploitation) ini sebagai tragedy of the commons atau tragedi bersama. Terhadap masalah ini, para ahli memberikan alternatif solusi yang berbeda-beda. Hardin (1968) melihat pentingnya internalisasi biaya lingkungan dan tindakan koersif pemerintah. Ini artinya, sebaiknya sumberdaya air dikuasai dan diatur sepenuhnya oleh negara. Para ekonom, mengajukan solusi privatisasi terhadap sumberdaya air. Namun, kedua solusi ini di Indonesia, tidak efektif mengurangi tindakan eksploitasi berlebih. Penelitian yang akan dilaksanakan ini mencoba mengikuti argumentasi lain yang diajukan Acheson (1987) dan Berkes (1987) bahwa dalam setiap masyarakat orang telah dan secara terus menerus mengembangkan institusi-institusi dan aturan-aturan dalam membangun kehidupan bersama mereka, termasuk aturan yang secara efektif membatasi eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya air, alam dan sosial mereka. Namun, temuan penelitian ini mengindikasikasikan kemampuan mengembangkan institusi-institusi dan aturan-aturan kehidupan bersama dalam membatasi eksploitasi berlebih yang telah tumbuh subur di jorong Sungai Janiah, justru mengalami gejala persistensi akibat bantuan dan program pembangunan pemerintah.

PENDAHULUAN
Irigasi Karya Mandiri, terletak di jorong Sungai  Janiah, Kanagarian Tabek Panjang, Kec.Baso, Kab.Agam Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan observasi, Irigasi di Kanagarian Sungai Janiah ini dibangun dan dikelola oleh “kelompok 8”, yang anggotanya berasal dari warga masyarakat jorong Sungai Janiah. Pembangunan dan pengelolaan dilakukan secara swadaya,  mulai dari survey, investigation, design, construnction, operation and maintenance (SIDCOM). Atas upaya “kelompok 8” tersebut, mereka kemudian diberikan hak “privatisasi berjangka” selama ± 30 tahun. Selama masa itu, “kelompok 8” tersebut berhak  mengutip sebesar 20% dari hasil panen yang tanah pertaniannya di airi oleh sistem irigasi nagari ini. Hasil uji analisis sistem irigasi menunjukkan bahwa sistem pengairan irigasinya termasuk efisien (Helmi, 1994).  Ini merupakan salah satu contoh  fenomena “kisah sukses” masyarakat lokal membangun, memelihara dan mengembangkan irigasi yang merupakan keluaran modal budaya (cultural capital) dan sesuai dengan konteks sosialnya.
Menurut pemikiran saya, fenomena sosial ini sangat menarik untuk dikaji mengingat, pertama, menurut adat Minangkabau sumberdaya milik bersama (Commons property resources/CPRs) seperti tanah, air, hutan, suku dan sako adalah adalah harta pusaka. Ia milik komunal yang didistribusikan kepada para anggotanya dengan sistem ganggam bauntuak (hak guna), seperti pepatah mengatakan aienyo buliah diminum, buahnya buliah dimakan,batangnya tetap tingga.
 (Naim, 1968, 1984,1990; Beckman, 1979; Navis, 1984; Reenen, 1996; Biezeveld, 2000;  Alfiandi, 2002; Afrizal, 2004). Dengan UUD’45, berikut turunannya, privatisasi oleh masyarakat lokal pun tidak dikenal. Kedua, sejak kebijakan revolusi hijau 1970-an dilaksanakan untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada beras, pemerintah mengambil alih sistem pengairan (irigasi) yang semula telah diupayakan oleh petani (masyarakat lokal). Pola pembangunan yang hegemoni ini lantas menghancurkan lembaga sosial dan struktur sosial yang melekat dalam organisasi pengelolaan irigasi tradisional (Ambler, 1984; Pasandaran, 2002). Namun, Baru pada tahun 1987 hingga kini, pemerintah berupaya untuk mengembalikan kembali tanggung jawab pengelolaan, perawatan irigasi kepada petani. Namun, hasilnya belum maksimal (Both, 1989; Burn, 1997; Helmi, 2002; Pasandaran, 2003) Penyerahan kembali tanggung jawab (partisipasi) pengelolaan irigasi kepada petani oleh pemerintah dianggap sebuah keharusan dan mendesak. Mengingat, untuk membangun ± 6,5  juta Ha irigasi,pemerintah telah mengeluarkan dana ± 7 Milyar US Dollar (Burn, 1990; World Bank, 1997; ADB report, 1998, Sjarief, 2006) yang sebahagian besar didapat dari pinjaman luar negri. Dibutuhkan dana Rp. 75.000 s/d 125.000 per Ha untuk operasi dan perawatan (OP/OM) (PU Pengairan, 2000). Jika diambil mediannya, maka rata-rata dibutuhkan Rp.100.000 per Ha setahunnya untuk OP. Jika dikali jumlah seluruh irigasi diatas, maka setidaknya pemerintah mengeluarkan dana OP per tahun ± Rp.650 Milyar. Dana ini belum termasuk rehabilitasi, yang juga rutin setidaknya per 5 tahunnya. Untuk rehabilitasi, dibutuhkan dana ± 500 US Dollar per Hektarnya. Berapa biaya Rehabilitasi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk per lima tahunan? Bandingkan dengan kondisi keuangan Negara saat ini. Ini jelas tidak efisien. Pada hal, tanggung jawab OP dan Rehabilitasi dapat diserahkan kepada Petani.

Hanya saja, program penyerahan tanggung jawab pengelolaan irigasi, sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang berarti. Hal ini disebabkan, karena pendekatan yang masih tersentralisasi (top-down) dan kurang mempertimbangkan pentingnya asfek-asfek potensi kebudayaan masyarakat lokal. Salah satu potensi itu adalah modal budaya (culture capital), yang unsurnya terdiri dari modal sosial dan modal institusi (Berkes, 1996).

Modal sosial sendiri, sebagai salah satu unsur dari modal budaya, telah dipakai banyak ahli untuk menjawab beragam  pertanyaan penelitian, diantara seperti ; Apa yang menyebabkan munculnya perbedaaan struktur-struktur industrial diantara ekonomi kapitalis? (Fukuyama, 1995)
. Mengapa demokrasi berjalan suskses di beberapa negara dan di beberapa lainnya gagal? (Putnam, 1993)
. Mengapa implementasi kebijakan pembangunan pada infrastruktur selalu gagal? (Ostrom, 2000)
. What explains the resurgence of the U.S. economy during the late twentieth century and the technological innovations that facilitated it? (Fountain, 1997)
. Why do more youths in East Berlin participate in right wing extremist movements than those in West Berlin? (Hagan, Merkens, and Boehnke, 1995)
. Karakteristik-karakterisitik personal seperti apa dari warganegara yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam politik? (Lake and Huckfeldt, 1998)
. Jawabannya dari seluruh varian pertanyaan tersebut adalah modal sosial.
Pada intinya, salah satu entitas sosial yang popular diidentifikasi punya kualitas generik  adalah modal budaya. Modal budaya terdiri atas sumbangan–sumbangan budaya akumulatif yang memudahkan dukungan terhadap tugas-tugas sosial tertentu. Dengan kata lain, dengan meminjam kalimat Putnam, modal budaya mengacu pada pola-pola organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, jaringan sosial, yang dapat meningkatkan efisiensi sosial dengan memudahkan tindakan-tindakan yang terkoordinasi.
 Berdasarkan modal ekonomi, idenya disini adalah daya guna tugas-tugas yang efektif menuntut bukan saja barang material, tetapi juga institusi-institusi yang secara khusus mengkoordinasi sumber-sumber sosial.
 Termasuk meningkatkan kemampuan partisipasi pada operasi, perawatan dan rehabilitasi masyarakat petani terhadap jaringan irigasinya. 
Memahami Irigasi Karya Mandiri

Seperti telah disebutkan diatas, Irigasi Karya Mandiri terletak di jorong Sungai Janiah, Kanagarian Tabek, Kec.Baso, Kab.Agam, Provinsi Sumatera Barat. Untuk memahami “kisah sukses” dan modal sosial yang terlibat dalam pembangunan dan penglolaan irigasi tersebut dilakukan dengan melakukan pengamatan terlibat (participant observation), wawancara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discusion). Untuk dua alat pengumpul data, hasilnya di rekam ke dalam pita kaset dan di analisis dengan memakai program analisis data Nudist (Nvivo vers.2).  

Selain pengamatan terlibat, selama 6-8 bulan, telah dilakukan 25 item kegiatan yang terdiri dari wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus dari tiga kelompok nara sumber yang mewakili populasi. Yakni, Petani, Tokoh Adat/Pemuda/Agama, dan Petani. Hasil dari wawancara dan FGD tersebut kemudian di rekam ke dalam pita kaset dan di analisis dengan memakai program analisis data Nudist (Nvivo vers.2).  

MODAL BUDAYA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAAN IRIGASI KARYA MANDIRI
Irigasi Karya Mandiri adalah nama yang diberikan kelompok 8 (anggotanya semula berjumlah 9 orang) terhadap “magnum opus” kerja mereka yakni sebuah bendung irigasi permanen yang telah mereka bangun sendiri. Dimana, seluruh proses SIDCOM
 sistem irigasi,  terutama construction/operation/maintenance, dilakukan secara mandiri oleh kelompok 8.
Irigasi Karya Mandiri berawal dari pengelolaan irigasi tradisional di sungai Janiah. Dimana tradisi yang telah berlangsung dari zaman Belanda tersebut, pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan cara di kontrakkan kepada “anak nagari” (petani) Sungai Janiah yang mampu (tenaga dan finasial). 

Masa kontrak, siapa-siapa pemenang dan jumlah anggota kelompok pemenang ditetapkan oleh forum ninik-mamak. Biasanya, masa kontrak berlangsung 10 s/d 15 tahun. Kelompok pemenang biasanya, terdiri dari 15 atau 17 atau 18 orang.
Proses kontrak, diawali dengan “pelelangan” kontrak dan dilanjutkan dengan proses seleksi yang berkali-kali melalui forum ninik-mamak (yang berkuasa saat itu di jorong dan nagari). Seluruh proses mulai dari pelelangan, pendaftaran, seleksi dan diputusnya kelompok pemenang kontrak, dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti, dikontrol, oleh seluruh masyarakat (terutama petani) Sungai Janiah.  

Persyaratan utama peserta (kelompok) seleksi kontrak adalah haruslah orang sungai Janiah, memiliki sawah (lahan) yang di airi oleh jaringan irigasi tersebut, dan utusan terbaik dari kaum/sukunya.

Kewajiban utama pemenang kontrak adalah menjamin Ketersediaan air bagi petani di Sungai Janiah. Atas upayanya tersebut, pemenang kontrak berhak mengutip 1:5, setara dengan 20%, dari hasil panen petani yang sawahnya di aliri jaringan irigasi tersebut.
Namun, pola tradisional tersebut tidak mampu menjamin ketersediaan air pada lahan sawah petani. Karena, bendung irigasi terbuat dari tumpukan ratusan, bahkan ribuan bambu, yang di ikat dan di susun membujur aliran sungai Lampasi yang menjadi sumberdaya air utama irigasi.Tumpukan bambu, yang berfungsi sebagai bendung irigasi, tidak kokoh dan sering runtuh jika banjir datang melanda. Akibatnya, hasil pertanian, khususnya padi, tidak maksimal di Sungai Janiah.
Cara tradisional ini mengalami perubahan, ketika kelompok 18 yang terakhir pemenang kontrak memulangkan kontrak karena tidak mampu menjamin ketersediaan air bagi petani. Sehingga dibuka lamaran baru, dan beberapa orang anak nagari mengusulkan untuk membuat bendung semi permanen. Ide tersebut mendapat dukungan yang luas dari masyarakat Sungai Janiah. Namun, membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Maka, setelah melalui proses panjang terpilihlah 9 orang, yang kebetulan meraka adalah Tukang Batu, Bangunan yang merupakan pemenang kontrak. Menurut hitungan yang melibatkan PU Pengairan, dibutuhkan 27 juta, diluar upah tukang,  untuk membangun bendung sistem batu beronjong tersebut. Sebagai “peganti modal” yang terpakai (demikian isi klausul kontrk), kelompok 9 (kemudian menjadi 8 orang) mendapat hak mengutip iuran 20% dari hasil panen petani selama 25 tahun.

Namun, baru berlangsung 2 tahun berjalan, bendung semi permanen tersebut runtuh akibat Dinas PU (Jalan dan Jembatan) mengambil pasir dan kerikit pada dasar sungai yang jaraknya berdekatan dengan bendung tersebut. Permasalahan ini kemudian di musyawarahkan pada forum ninik-mamak (memilki kekuasaan di Jorong dan Nagari saat itu). Dan keputusan menambah jangka waktu kontrak dari 25 tahun menjadi 30 tahun, jika kelompok 8 mau membangun kembali bendung yang runtuh. Hal tersebut di setujui oleh kelompok 8, dan setelah bekerja 6 bulan, meraka mampu membangun bendung permanen yang memakan dana sebanyak 67 juta rupiah.
Dana yang dihabiskan untuk pembangunan dua bendung tersebut adalah sebesar 94 juta rupiah, setara dengan 225 rupiah emas. Dana sebesar itu, 75%  didapat kelompok 8 dari menggadai sawah, ladang dan pinjaman berbunga.
Untuk menghindari pinjaman berbunga, yang semakin lama dapat menyusahkan kelompok 8, maka beberapa upaya telah dilakukan. Secara garis besar terdapat dua hal, internal memaksimalkan (kualitas dan kuantitas) iuran 20%. Secara Eksternal, memanfaatkan bantuan pemerintah.

Secara internal, untuk memaksimalkan pendapatan iuran 20%, dibangun beberapa aturan baru, mempercepat masa tanam (mepersingkat masa tanah menganggur dari panen, membajak dan menanam). Memberi denda (restitutif) bagi petani yang lahannya “bera”. Peningkatan kualitas bibit dengan sekolah lapang dan uji coba oleh kelompok 8, mekanisasi pertanian agar proses usaha tani berjalan “cepat”.

Secara eksternal, memanfaatkan bantuan pemerintah, terutama dari Dinas Pertanian dan PU Pengairang, Kab.Agam khususnya berupa sekolah lapang, studi banding, uji coba lapangan, bantuan mesin-mesin pertanian (Heler, Traktor dan ternak yang mendukung peningkatan usaha Tani.

Penelitian ini menyimpulkan, atas usaha kelompok 8 tersebut, secara signifikan terjadi perubahan sosial dan ekonomi. Diantaranya, pendapatan dan hasil panen (kualitas dan kuantitas) padi petani meningkat. Terjadi perubahan etos kerja, orisentasi usaha dari subsistensi menjadi orientasi pasar.     

DISKUSI

Kisah sukses irigasi Karya Mandiri diatas, disamping karena menguntungkan juga petani karena pendapatannya meningkat, juga sangat didukung komponen modal Budaya yang merupakan unsur generik dalam masyarakat. 
Berdasarkan temuan lapangan dan analisa data yang telah dilakukan, beberapa komponen Modal budaya adalah sebagai berikut; 

	No
	Komponen  Modal Budaya
	Indikator
	Temuan Lapangan
	Keterangan

	1
	Modal Institusi
	Aturan, Norma, Nila
	Tidak anti perubahan

Muswarah mencapai mufakat

Ninik-mamak sebagai peminpin

Peminpin di besarkan, bukan di tunjuk

Komunalistik bukan indivualistik
	

	2
	Modal Sosial
	Kemampuan merajut institusi (crafting institution)
	Membuat aturan-aturan 

· Menetapkan aturan-aturan baru 

· Mensosialisasi aturan-aturan melalui mesjid, dan balai adat

· Menerapkan sangsi restitutif (memperbaiki)
	Masa tanam, pupuk, membajak, iuran 20%,dll



	
	
	
	Menegakkan aturan-aturan

· Ketegasan Sangsi dan aturan tidak pandang bulu

· Menerapkan sangsi denda dan sosial

· Menerapkan norma-norma agama


	Iuran 20% juga di kenakan pada milik sawah kelompok 9 dan keluarganya,

	
	
	
	Menerapkan pengawasan

· Membentuk regu “tuo banda”

· Membentuk regu yang mengawasi menanam, memanen
	

	
	
	Kemampuan menumbuhkan partisipasi setara
	· Tidak membedakan orang berdasarkan status sosialnya

· Warga bebas mengajukan usulan dalam pertemuan adat rutin

· Mendukung keputusan mayoritas

· Mengakomodasi kepentingan dalam masyarakat

· Mengutamakan kekompakan
	

	
	
	Mengembangkan partisipasi setara
	· Pengelola irigasi harus orang jujur, bagian dari anggota masyarakat sungai janiah

· Pengelolaan pembukuan, keuangan transparan

· Memanfaatkan mesjid sebagai sentral pertemuan

· Hasil simbiosis muatualisme, saling menguntungkan


	


Namun, upaya kelompok 8 memanfaatkan bantuan pemerintah, dan pemerintah memberikan proyek secara “top down” kepada  masyarakat Sungai Janiah. Seperti pembentukan P3A (perkumpulan petani pemakai Air) dan disyahkan dengan akte notaris. Pemberian bantuan perbaikan jaringan irigasi. Pemberian bantuan kincir air (terbuat dari besi). Bantuan Mesin pengupas padi atau “Heler”. Mesin traktor tangan. Dan bantuan keuangan lain dalam uji coba dan pelatihan kelompok tani. Permasalahannya adalah, masyarakat petani Sungai Janiah, 
Pembuatan kelompok-kelompok baik kelompok Tani, maupun Kelompok P3A, berikut bantuan mesin (heler dan traktor), dana, demontration on farm dan pelatihan lainnya, selalu di pimpin dan penerima manfaat terbesar pada kelompok 9. Dua organisasi, kelompok tani dan P3A, adalah dua organisasi berbeda tetapi ketua dan anggotanya orang yang sama. Mengapa dinas Pertanian punya kelompok Tani, dan PU pengairan punya P3A? 
Memang bagi Kelompok 9 bantuan tersebut sangat membantu proses pengembalian modal (economic return), dan jika hutang terlunasi, maka ketika bendung dan jaringan irigasi dipulangkan karena habis kontrak, tidak perlu memulangkan berikut hutangnya. Disamping itu, isi perjanjian kontrak diatas segel tersebut juga menjelaskan dalam pasal 2, kelompok 9 boleh berupaya mendapat bantuan pemerintah, dan jika didapat bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok 9 sebagai pengganti modal yang terpakai. Bagi Pemerintan, saat ini dengan kewajiban anggaran berbasis kinerja, bantuan kepada masyarakat sungai janiah (kelompok 9) merupakan bantuan atau program yang mudah mengukurnya kinerjanya, karena dengan modal budaya semua telah terbangun, sudah jadi tanpa ada bantuan pemerintah. Jadi pemerintah, dalam hal ini dinas PU Pengairan dan Dinas Pertanian, mendapat keuntungan dari kinerja yang sudah jadi di Sungai Janiah (infra struktur fisik dan sosial nya telah terbangun). Kelompok 9 mendapat bantuan yang mempercepat pengembalian modal dan mendapat  keuntungan dari sisa masa kontrak.

Namun, pada tingkat masyarakat petani, bantuan-bantuan ini, atau pembangunan yang bersifat Hegemonik, Top-dow, Supply Driven, menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akkhirnya berpotensi merusak modal budaya yang telah terbangun. Pada bentuk nyata sehari-harinya, telah muncul desakan-desakan agar iuran 20% dikurangi, mulai muncul bibit konflik, mulai muncul bibit ketidak patuhan anggota kelompok. Masyarakat petani kemudian mulai terpecah dalam kelompok-kelompok yang bersaing satu sama lain demi hadiah dan bantuan dari dinas Pertanian dan PU Pengairan. 

Jika bantuan dan program pembangunan dengan pola tersebut terus berlangsung, maka modal budaya masyarakat petani Sungai Janiah yang telah terbangun akan layu dan mati. Hal ini akan berdampak pada ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah. Suatu hal yang tidak diharapkan dan  bertentangan dengan cita-cita pembangunan Indonesia tentunya.
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